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ABSTRACT

With the end of  year budget 2007, the government has succeeded to arrange the Report of  Government Budget 

(LKPP). The report consists of  the Report of  Budget Realization, the Report of  Cash flow, and the Government 

Balance Sheet. These reports have been audited by Indonesian Supreme Audit Agency and it has been rewarded an 

opinion of  “denying to give opinion (disclaimer)”. The same opinion has been given by the institution since 2004. 

By publishing the reports, then the society will be able to judge the ability of  government in managing the previous 

period of  budget and also to predict for the future budget. The technique to analyze the LKPP is general financial 

analysis which is used to evaluate the management of  private sector such as (1) comparative financial statement 

analysis, (2) common-size financial statement analysis, (3) ratios analysis, (4) cash flow analysis, and (5) valuation.

According to comparative analysis there is a surplus budget of  last year development and it is positive from 

273.914.695,00 rupiah into minus 7.387.288.768 rupiah. For the wealth of  country 1.600.211.672.865.020,00 

rupiah and actually it is expensed from the debt 1.430.965.464.059.560.00, and the rest is taken from the country 

fund 169.246.208.805.469,00

The biggest contribution of  the country income is taken from taxes for 69,37% and the rest for 30,39% is non-taxes 

income. The country income is, then, used as government finance for 67%, being transfer to local government for 

33% and for the fund of  particular autonomy and its adjustment for 4%.

Based on financial ratio analysis, the actual current ratio for 2007 is 112%, meanwhile in the year of  2006 is 

117%. There is a reduction for 5%. For the debt ratio to modal in the year 2007 is 845%, it means every 1 rupiah 

of  personal modal will be responsible for the debt of  845 rupiah. This condition shows the quantity of  government 

asset 1.600.211.672.865.020,00 rupiah and it is taken 84,5% from the debt.

Key words: The Report of  Government Financial, the Report of  Financial Realization, the report of  financial 

cash flow, government balance sheet, disclaimer opinion

Unsur-unsur LKPP

Sejalan dengan reformasi di segala bidang yang 

dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah 

transfaransi dalam pengelolaan keuangan negara, 

maka sebagai wujud nyatanya, berhasil diterbitkan 

laporan keuangan dan telah dipublikasikan melalui 

media masa nasional. Laporan keuangan tersebut 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Arus Kas dan Neraca Pemerintah untuk tahun 

anggaran 2007. Dengan dipublikasikannya laporan 

keuangan pemerintah pusat (LKPP) tersebut, maka 

dapat diketahui dengan jelas kemampuan keuan-

gan negara yang meliputi penerimaan negara yang 

terbagi ke dalam penerimaan pajak dalam negeri, 

penerimaan pajak perdagangan internasional, pene-

rimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. 

Untuk belanja negara meliputi belanja pemerintah 

pusat dan transfer untuk daerah dan sisa lebih/ku-

rang pembiayaan anggaran (SILPA/SILKA). Dari 

neraca pemerintah pusat dapat diketahui total aset 

pemerintah, total utang dan total ekuitas dana. La-

poran Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 

2007 telah dipublikasikan dalam harian Kompas 

tanggal 16 Juli 2007dan website BPKRI.

Dengan dipublikasikannya Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat masyarakat umum dapat menilai 

kinerja keuangan pemerintah walaupun hasil audit 

BPKRI masih menyatakan pendapat ”tidak menya-

takan pendapat (disclaimer)” atas laporan tersebut, 

sama seperti tahun-tahun sebelumnya artinya tidak 

ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan ne-

gara. Dalam analisis atas LKPP ini akan digunakan 

pandangan secara umum atas laporan keuangan 

dan beberapa rasio keuangan yang sering digunakan 
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untuk melakukan analisis atas laporan keuangan 

sektor suasta.

Mengacu pada PP. Nomor 24 Tahun 2005, se-

bagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap 

DPR maka pada akhir tahun anggaran pemerintah 

menerbitkan laporan keuangan yang terdiri dari: 

Realisasi APBN, Laporan Arus Kas, Neraca, serta 

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Real-

isasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuan-

gan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan 

ketaatan terhadap APBN/APBD. Dalam Laporan 

Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang 

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu 

periode pelaporan. Laporan ini sekurang-kurangnya 

menyajikan unsur-unsur sbb: pendapatan, belanja, 

transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/

kurang pembiayaan anggaran. Laporan arus kas 

menyajikan informasi mengenai sumber, penggu-

naan, perubahan kas dan setara kas selama satu 

periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas dik-

lasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi 

asset non keuangan, pembiayaan dan nonangga-

ran. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu 

entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca men-

cantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang 

pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka 

panjang, asset tetap, kewajiban jangka pendek, ke-

wajiban jangka panjang dan ekuitas dana. 

Catatan atas laporan keuangan sebagai ba-

gian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan 

sekuarng-kurangnya disajikan dengan susunan se-

bagai berikut: a) informasi tentang kebijakan fis-

cal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target 

Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut ken-

dala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapa-

ian target, b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 

selama tahun pelaporan, c) informasi tentang dasar 

penyusunan laporan dan informasi lainnya yang 

bersifat makro yang mempengaruhi pencapaian tar-

get. Selain informasi secara makro dalam catatan 

atas laporan keuangan juga disampaikan tentang 

penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi. 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemer-

intah pusat telah diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dan opini yang diberikan adalah ”Me-

nolak Memberikan Pendapat (disclaimer)”. Dengan 

opini seperti ini berarti BPK mengalami kesulitan 

untuk menerapkan prosedur dan standar peme-

riksaan yang ada. Sama seperti LKPP tahun ang-

garan 2006, BPK juga memberikan opini ”Menolak 

Memberikan Pendapat (disclaimer)”. Alasan yang 

dikemukakan oleh Ketua BPK RI adalah pada sis-

tem akuntansi yang ditetapkan dan diselenggarakan 

pemerintah, rekonsilisasi realisasi anggaran belum 

efektif. Sistem aplikasi teknologi informasi yang di-

gunakan pemerintah juga tidak terintegrasi. Akibat-

nya, angka penerimaan pajak yang dicatat oleh Di-

rektorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara, 

misalnya berbeda dengan yang dilaporkan dalam 

sistem monitoring pembayaran dan pelaporan pajak 

oleh Ditjen. Pajak. Pemerintah juga belum mene-

rapkan sistem perbendaharaan tunggal sehingga 

rekening-rekening pemerintah tidak terkendali dan 

dimiliki atas nama lebih dari 1.000 individu pejabat 

negara. Pola penerimaan dan pengeluaran negara 

di luar mekanisme APBN yang melanggar keten-

tuan perundang-undangan dan rawan kontrol terus 

terjadi. Pemerintah menerapkan standar ganda atas 

mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). Ditjen Pajak diberikan kebebasan 

untuk mengeluarkan dana terutama yang terkait 

dengan pembayaran kembali pajak yang telah dip-

ungut sebelumnya (restitusi), di satu sisi uang SPP 

mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, harus 

masuk APBN. Demikian disampaikan oleh Ketua 

BPK kepada DPR RI saat menyerahkan hasil pe-

meriksaan BPK atas LKPP tahun 2006 yang dikutip 

oleh Kompas tanggal 20 Juli 2007. Kondisi ini tidak 

jauh berbeda dengan LKPP tahun anggaran 2007, 

sehingga BPK kembali memberikan opini Menolak 

Memberikan Pendapat (disclaimer). 

Asumsi Dasar LKPP

Seperti halnya dengan akuntansi untuk sektor 

privat, akuntansi sektor publik juga harus berpe-

doman pada asumsi-asumsi yang sudah diterima 

secara umum dan kebenarannya tidak perlu diuji 

kembali. Asumsi yang pertama adalah asumsi 

kemandirian entitas. Asumsi ini mengasumsikan 

bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit 

yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk me-

nyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi 

kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pel-

aporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya 

asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk 

menyusun anggaran dan melaksanakannya den-
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gan tanggungjawab penuh. Asumsi yang kedua 

adalah kesinambungan usaha. Laporan keuangan 

disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan 

akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, 

pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melaku-

kan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka 

pendek. Asumsi yang ketiga adalah keterukuran 

dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas 

pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang 

diasumsikan dapat dinilai dalam satuan uang. Hal 

ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya 

analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Berbeda halnya dengan akuntansi untuk sektor 

privat, akuntansi sektor publik tidak memasukkan 

basis akuntansi sebagai asumsi dasar, akan tetapi 

memasukkan sebagai prinsip akuntansi dan pel-

aporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan 

dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis 

kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pem-

biayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan 

basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban dan 

ekuitas dalam neraca.

 

Potret LKPP Tahun Anggaran 2007

Seperti dipublikasikan dalam harian Kompas 

tanggal 16 Juli 2008, Menteri Keuangan Republik 

Indonesia (Sri Mulyani) telah mempublikasikan 

LKPP untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 

2007. Adapun yang dipublikasikan adalah: Laporan 

Realisasi APBN, Neraca dan Laporan Arus Kas. 

Termasuk yang dilaporkan dalam LKPP adalah 

kegiatan lembaga Negara, kementerian dan depar-

temen yang menggunakan APBN. Dalam LKPP 

ini tidak termasuk Bank Indonesia, BUMN, pe-

merintah daerah yang mengacu pada APBD dan 

BUMD. 

Laporan realisasi anggaran untuk tahun ang-

garan 2007 sebagai laporan yang menunjukkan 

kegiatan pemerintah selama setahun menunjuk-

kan realisasi pendapatan Negara mencapai Rp 

707.806.088.304.925 sedangkan yang dianggar-

kan sebesar Rp 694.087.881.512.000, realisasi-

nya 101,98% dari yang dianggarkan. Penerimaan 

negara yang menyebabkan terjadinya kenaikan 

sebesar 1,98% adalah penerimaan negara bukan 

pajak. Penerimaan negara bukan pajak yang diang-

garkan sebesar Rp 198.253.670.829.000 sedang-

kan realisasinya adalah Rp 215.119.705.411.332. 

Untuk belanja Negara realisasinya mencapai Rp 

757.849.912.890.878 sedangkan yang dianggar-

kan sebesar Rp 752.373.176.788.000, realisasinya 

100,70%. Akibat belanja negara lebih besar dari 

pendapatan negara maka terjadi defisit anggaran 

sebesar Rp 49.843824.585.953. Setelah ditutupi den-

gan pembiayaan sebesar Rp 42.456.535.817.769, 

masih menyisakan sisa kurang pembiayaan angga-

ran (SIKPA) sebesar Rp 7.387.288.768.184. Penye-

bab terbesar dari defisitnya realisasi anggaran tahun 

2007 adalah realisasi subsidi melonjak menjadi Rp 

150.214.443.691.269 dari yang dianggarkan sebesar 

Rp 105.073.369.472.000 atau realisasinya 142%. 

Dari analisis tersebut dapat dilihat ternyata untuk 

membiayai belanja sehari-hari saja Negara kita 

masih mengandalkan utang. Timbul pertanyaan “ 

apakah tidak mungkin APBN dibiayai dari utang”? 

Dilihat dari tambahan utang tahun 2007 sebesar Rp 

100 triliun dibandingkan dengan pembayaran pokok 

dan bunga sebesar Rp 197 trilliun, maka kualitas 

pengelolaan keuangan Negara sudah cukup baik, 

karena penambahan utang lebih kecil dibandingkan 

dengan pembayaran pokok dan bunga.

Laporan arus kas sebagai laporan yang menun-

jukkan arus masuk dan arus keluar uang negara 

ternyata menyisakan uang negara per 31 Desember 

2007 sebesar Rp 29.434.099.501.748. Dari laporan 

arus kas ini dapat dilihat bahwa beban pemerintah 

untuk membayar pokok utang (dalam dan luar neg-

eri) cukup besar yaitu Rp 117.608.522.699.772,00, 

bunganya sendiri sebesar Rp 79.744.341.931.244. 

Secara total pembayaran pokok dan bunga utang 

Negara mencapai Rp 197.352.864.631.016,00 

atau sebesar 27,88% dari realisasi pendapatan ne-

gara. Untuk daerah yang memperoleh otonomi 

khusus memperoleh kucuran dana sebesar Rp 

4.058.348.000.000. Terjadi peningkatan sebesar Rp 

570.064.000.000,00 dari realisasi tahun 2006.

Neraca sebagai laporan yang menunjukkan posisi 

kekayaan/aset, utang/kewajiban dan ekuitas dana 

pemerintah untuk tahun yang berakhir per 31 De-

sember 2007 menunjukkan jumlah aset pemerintah 

berjumlah Rp 1.600.211.672.865.025. Kewajiban 

pemerintah berjumlah Rp 1.430.965.464.059.556 

dan ekuitas dana sebesar Rp 169.246.208.805.469. 

Berdasarkan angka-angka tersebut dapat dilihat 

bahwa 89,24% dari total asset yang dimiliki pemer-

intah dibiayai/bersumber dari kewajiban/utang baik 

kewajiban/utang jangka pendek maupun jangka 

panjang, sedangkan yang bersumber dari pembiay-

aan sendiri hanya sebesar 10,76%. Jika komposisi 

pembiayaan asset pemerintah dikaitkan dengan en-
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titas suasta/private maka entitas suasta/perusahaan 

tersebut sudah bisa dikatagorikan bangkrut/vailit 

(LKPP 2007 terlampir). 

Analisis LKPP

Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

yang terkandung dalam laporan keuangan suatu 

instansi, maka perlu dilakukan analisis. Dengan 

melakukan analisis akan diketahui kontribusi dan 

sumbangan masing-masing komposisi perkiraan ter-

hadap kualitas laporan keuangan. Menurut Wild, 

Subramanyam dan Halsey (2003), beberapa teknik 

yang sering digunakan yaitu: (1) comparative financial 

statement analysis, (2)common-size financial statement 

analysis, (3) ratios analysis, (4)cash flow analysis and 

(5)valuation.

1. Comparative financial statement analysis

Teknik analisis ini dilakukan dengan cara me-

review neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 

kas dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan 

membandingkan antar periode akan diketahui pe-

rubahan pada setiap rekening dan akan diketahui 

trend/kecendrungan yang terjadi apakah terjadi 

kecendrungan menurun atau meningkat. Untuk 

analisis perbandingan, LKPP tahun 2007 akan di-

bandingkan dengan LKPP tahun 2006. Analisis per-

bandingan secara umum dapat dijelaskan sbb: total 

penerimaan negara mengalami peningkatan sebesar 

Rp 56.100.745.004.944, dari tahun 2006. Peningka-

tan terbesar disumbangkan oleh penerimaan pajak 

dalam negeri sebesar Rp 81.785.615.619, sedangkan 

penerimaan pajak perdagangan internasional dan 

penerimaan hibah mengalami penurunan masing-

masing Rp13.664.411.760 dan Rp136.302.846. 

Untuk belanja negara mengalami peningkatan 

sebesar Rp 90.521.100.826 yang terbagi ke dalam 

belanja pemerintah pusat meningkat sebesar Rp 

64.591.180.016 transfer untuk daerah meningkat 

sebesar Rp 27.083.223.758 dan dana otonomi 

khusus dan penyesuaian meningkat sebesar Rp 

5.246.668.489.

Untuk pembiayaan mengalami peningkatan 

sebesar Rp 13.040.945.565, yang terbagi ke da-

lam pembiayaan dalam negeri meningkat sebesar 

Rp13.884.845.060 dan pembiayaan luar negeri 

meningkat sebesar Rp(843.899.495). Dengan ter-

jadinya peningkatan pendapatan negara dan hibah 

yang disertai dengan peningkatan belanja negara 

dan pembiayaan maka sisa lebih/kurang anggaran 

yang sebelumnya positif  sebesar Rp 273.914.695,00 

menjadi minus Rp 7.387.288.768. Berdasarkan ana-

lisis perbandingan atas laporan realisasi anggaran 

ternyata peningkatan penerimaan negara diiringi 

oleh peningkatan belanja negara dan pembiayaan 

yang lebih besar sehingga sisa anggaran yang sebe-

lumnya positif, tahun 2007 menjadi negatif.

Perbandingan neraca dapat dibandingkan sbb: 

jumlah aset tahun 2007 mengalami peningkatan 

sebesar Rp 380.247.115.553.205,00 yang terbagi ke 

dalam aset lancar sebesar Rp 30.614.570.964.384,00, 

investasi jangka panjang meningkat sebesar Rp 

27.791.360.065.740,00 aset tetap meningkat sebesar 

Rp 99.561.017.136.378,00 dan aset lainnya mening-

kat sebesar Rp 222.280.167.386.703,00. 

Berdasarkan analisis jumlah aset ternyata pe-

ningkatan terbesar disebabkan oleh aset lainnya. 

Aset lainya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, 

tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak 

ketiga, aset tak berwujud, dana yang dibatasi peng-

gunaannya dan aset lain-lain. Peningkatan jumlah 

aset lainnya sebesar Rp 222 triliun, peningkatan ter-

besar disumbangkan oleh aset lain-lain yaitu sebesar 

Rp 229.073.080.383.584,00. Peningkatan jumlah 

aset lain-lain sebesar Rp 229 triliun menunjukkan 

jumlah yang cukup material dan aset sejumlah 

itu merupakan aset pemerintah yang tidak jelas, 

apakah tergolong sebagai aset berwujud atau tidak 

berwujud. 

Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas dana 

perubahannya dapat diuraikan sbb: secara keseluru-

han jumlahnya mengalami kenaikan sebesar Rp 

380.247.115.553.204,00 dari tahun 2006. Kenaikan 

sejumlah tersebut disebabkan oleh kenaikan utang 

jangka pendek sebesar Rp 31.591.361.816.178,00, 

kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 

69.311.031.098.719,00 dan sisanya kenaikan ekui-

tas dana neto sebesar Rp 279.344.722.638.307,00. 

Secara total jumlah utang pemerintah adalah se-

besar Rp 1.430.965.464.059.560,00. Jumlah ter-

sebut terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 

139.732.332.373.059,00 dan utang jangka panjang 

sebesar Rp 1.291.233.131.686.500,00 Utang sebesar 

tersebut jika dihubungkan dengan jumlah penduduk 

Indonesia lebih/kurang 200.000.000 jiwa, maka 

setiap kepala penduduk Indonesia akan menang-

gung beban utang sebesar Rp 7.154.827,32. Dengan 

jumlah utang sebesar itu maka tidak mengherankan 

jika ada humor yang mengatakan bahwa anak cucu 

kita ikut menanggung utang dan jika dihubungkan 
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dengan pendapatan negara dan hibah jumlahnya 

dua kali pendapatan negara. 

2. Common-size financial statement analysis.

Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi 

setiap rekening terhadap laporan secara menyelu-

ruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis 

atas neraca, maka total asset adalah 100% atau 

total utang dan modal adalah 100%. Selanjut-

nya rekening-rekening yang satu kelompok dicari 

prosentase kontribusinya terhadap total aset atau 

pasiva. Berdasarkan analisis tersebut akan diketa-

hui rekening mana yang memberikan kontribusi 

maksimum dan rekening mana yang memberikan 

kontribusi minimum. Dengan komposisi seperti ini 

diperlukan perencanaan dan pengendalian yang ber-

beda sesuai dengan kontribusinya terhadap total 

aset atau pasiva. 

Analisis atas Laporan Realisasi APBN menun-

jukkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 

707.806.088.302,00. Dari jumlah tersebut peneri-

maan negara terbesar berasal dari penerimaan pa-

jak sebesar Rp 490.988.634.954 atau 69,37%, pe-

nerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 215.119. 

705.409 atau 30,39%, dan penerimaan dari hibah 

sebesar Rp 1.697.747.939 atau sebesar 0,2%. 

Penerimaan negara terbesar berasal dari pene-

rimaan pajak, yang terdiri dari penerimaan pajak 

dalam negeri Rp 470.051.815.733 atau sebesar 

96% dari total penerimaan pajak, dan penerima-

an pajak perdagangan internasional sebesar Rp 

20.936.819.221 atau sebesar 4% dari total peneri-

maan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ter-

diri dari penerimaan sumber daya alam sebesar Rp 

132.892.588.952 atau sebesar 62% dari peneriamaan 

negara bukan pajak, bagian penerimaan atas laba 

BUMN sebesar Rp 23.222.505.531 atau sebesar 

11% dan penerimaan negara bukan pajak lainnya 

sebesar Rp 59.004.610.926 atau sebesar 27%.

Berdasarkan analisis pendapatan negara tersebut 

ternyata penerimaan pajak memberikan sumbangan 

terbesar dalam pendapatan negara (69,37%). Hal ini 

berarti penerimaan negara berasal dari rakyat dan 

untuk rakyat. Dengan penerimaan sejumlah terse-

but maka Dirjen Pajak menjadi tumpuan pemerin-

tah untuk menggali segala sumber yang ada. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak 

semakin lama jumlah dan proporsinya/prosenta-

senya semakin lama semakin meningkat karena 

disinyalir bahwa masih banyak Wajib Pajak belum 

melaporkan seratus persen (100%) kewajiban pa-

jaknya disamping memang banyak penduduk yang 

seharusnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) tetapi belum mengurus NPWP. 

Dari segi belanja negara, total belanja Negara 

mencapai Rp 757.649.912.886. Jumlah tersebut se-

lanjutnya digunakan untuk belanja pemerintah pusat 

sebesar Rp 504.623.263.583 atau sebesar 67%, dan 

transfer untuk daerah sebesar Rp 253.263.178.085 

atau sebesar 33%. Belanja pemerintah pusat sela-

njutnya didistribusikan untuk: belanja pegawai se-

besar Rp 90.424.946.964 atau sebesar 18%,

belanja barang Rp 54.511.365.469 atau sebesar 

11%, belanja modal Rp 64.288.669.050 atau sebesar 

13%, pembayaran bunga utang Rp 79.806.377.534 

atau sebesar 16%, subsidi Rp 150.214.443.691 atau 

sebesar 30%, bantuan sosial Rp 49.756.281.449 atau 

sebesar 10% dan belanja lain-lain Rp 15.621.179.426 

atau sebesar 3% dari belanja pemerintah pusat.

Transfer untuk daerah sebesar Rp 253.263.178.085 

selanjutnya digunakan untuk dana perimbangan 

sebesar Rp 243.967.173.165 atau sebesar 96%, 

dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 

9.296.004.920 atau sebesar 4%. Dana perimban-

gan selanjutnya digunakan untuk dana bagi hasil 

Rp 62.941.953.784 atau sebesar 26%, dana alokasi 

umum Rp 164.787.399.928 atau sebesar 68% dan 

dana alokasi khusus Rp 16.237.819.453 atau sebesar 

6% dari dana perimbangan. Dana otonomi khusus 

sebesar Rp 9.296.004.920 selanjutnya digunakan un-

tuk dana otonomi khusus sebesar Rp 4.045.748.000 

atau sebesar 44% dan dana penyesuaian sebesar Rp 

5.250.256.920 atau sebesar 56%.

Berdasarkan analisis belanja negara ternyata 

67% digunakan untuk pemerintah pusat dan sisanya 

untuk daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keku-

asaan pemerintah pusat masih sangat dominan. 

Pengeluaran pemerintah pusat yang paling besar 

adalah untuk subsidi. Subsidi ini terutama digu-

nakan untuk minyak tanah, premium, solar, ban-

tuan tunai langsung dan dengan sendirinya akan 

dinikmati oleh daerah yang jumlah penduduknya 

paling banyak. Untuk pembayaran bunga utang 

jumlahnya mencapai Rp 79.806.377.534 atau sebe-

sar 16%, jumlah tersebut hanya untuk pembayaran 

bunganya saja. Untuk pembayaran pokok utang 

luar negeri mencapai Rp 57.922.459.152. Jika pem-

bayaran pokok dan bunganya dijumlah akan men-

capai Rp 137.728.836.686. Jumlah tersebut jauh 

lebih besar dari belanja pegawai dan jika tidak ada 
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pembayaran bunga utang maka dipastikan Realisasi 

APBN tahun 2007 tidak mengalami defisit sebesar 

Rp 49.843.824.584.

(3) Ratios analysis. 

Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang 

paling populer dan paling banyak digunakan dalam 

melakukan analisis atas laporan keuangan. Analisis 

rasio ini lebih banyak mengungkapan hasil berupa 

matematika, sedangkan interpretasinya lebih kom-

pleks dan mempunyai banyak makna. Agar lebih 

bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu 

kepada pentingnya hubungan secara ekonomi. Se-

perti contohnya terdapat hubungan langsung antara 

harga jual dengan harga pokok. Dengan demikian 

rasio harga pokok penjualan terhadap penjualan 

adalah sangat penting. Beberapa analisis rasio yang 

sering digunakan adalah: (a) credit (risk) analysis yang 

meliputi liquidity ratios dan capital structure and sol-

vency, (b) profitability analysis meliputi: return on in-

vestment, operating performance dan asset utilization 

Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggu-

nakan seluruh rasio, karena rasio-rasio yang dike-

mukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan 

untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak 

digunakannya beberapa rasio untuk pemerintah, 

karena sifatnya yang melayani publik dan tidak be-

rorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digu-

nakan adalah current ratio dan total debt to equity 

Berdasarkan tabel tersebut besarnya current ratio 

pemerintah untuk tahun 2007 sebesar 112% artinya 

setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung 

oleh Rp 1,12 aktiva lancar. Dibandingkan dengan 

tahun 2006, rasio ini mengalami penurunan sebe-

sar 5%. Terjadinya penurunan tersebut disebab-

kan karena peningkatan aktiva lancar lebih kecil 

dibandingkan dengan utang lancar yaitu 24% untuk 

kenaikan aktiva lancar dan 29% untuk utang lan-

car. Secara teoritis rasio yang baik adalah dua (2) 

berbanding satu (1) artinya setiap 2 rupiah aktiva 

lancar menanggung 1 rupiah utang lancar. 

Total utang terhadap total modal menunjukkan 

hasil 845% artinya setiap Rp 1 ekuitas dana pemer-

intah menanggung utang sebesar Rp 845. Jika di-

bandingkan dengan sektor suasta kondisi ini sudah 

bisa dikatagorikan bangkrut. Kondisi tahun 2007 

masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 

karena perbandingannya -1208%. Terjadinya minus 

total utang terhadap total ekuitas dana disebabkan 

karena total dana yang ditempatkan dalam dana 

investasi yang berupa investasi jangka panjang, in-

vestasi dana aset tetap dan investasi aset lainnya 

secara total lebih kecil dibandingkan dengan utang 

jangka panjang. Dengan kata lain aset yang ada 

selain aset lancar tidak mampu untuk membayar 

utang jangka panjang, dalam tahun 2006 minus se-

besar Rp 110.098.513.832.838,00, sedangkan untuk 

tahun 2007 positif  sebesar Rp169.246.208.805.469

,00. Dengan terjadi perubahan dari minus Rp 110 

triliun menjadi positif  Rp 169 trilliun, berarti terjadi 

kenaikan positif  sebesar Rp 279 trilliun, merupakan 

angka sangat siginifikan, sehingga muncul pertany-

aan apakah angka-angka yang dicantumkan dalam 

neraca tingkat akurasinya sudah memadai? 

(4) Cash Flow analysis. 

Analisis aliran kas terutama digunakan untuk 

menilai sumber dan penggunaan dana yang ter-

jadi pada institusi selama periode tertentu. Analisis 

aliran kas memberikan suatu pandangan tentang 

bagaimana institusi memperoleh pendanaannya 

dan cara menggunakannya dalam bentuk sumber-

daya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui 

seberapa besar sumber kas yang berasal dari ke-

giatan operasi, seberapa besar yang berasal dari 

kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Tidak 

banyak analisis yang bisa dilakukan atas Laporan 

Arus Kas, karena laporan ini tidak jauh berbeda 

dengan Laporan Realisasi Anggaran. Analisis atas 

Laporan Arus Kas sudah dibahas secara mende-

tail dalam Analisis Laporan Realisasi Anggaran. 

Yang bisa dilihat dari Laporan Arus Kas adalah 

saldo kas pemerintah per 31 Desember 2007 ber-

jumlah Rp 29.434.099.501.748,00 yang terdiri dari: 

kas di BUN & KPPN dan Kas BLU sebesar Rp 

24.062.415.000.056,00, rekening pemerintah di BI 

Keterangan 2007 2006

Current ratio

Total debt to total equity 

Current asset 156,599,727,674,012.00  

-1208% 

        

Current liabilities                  139,732,332,373,059.00  

=  112% 

Current asset 125,985,156,709,628.00  

        

Current liabilities 108,140,970,556,881.00  

=  117% 

Total Liabilities 1,430,965,464,059,560.00

Shareholders equity               169,246,208,805,469.00 

=
845% 

Total Liabilities 1,330,063,071,144,660.00  

Shareholders equity               (110,098,513,832,838.00) 

=
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sebesar Rp 3.248.408.392.480,00, kas di bendaha-

ra pengeluaran sebesar Rp 1.245.221.273.097,00 

dan kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 

878.054.836.115,00. 

(5) Valuation. 

Penilaian merupakan proses yang sangat pent-

ing dari berbagai jenis usaha dan analisis laporan 

keuangan. Penilaian umumnya mengacu pada 

estimasi nilai intrinsik atau nilai saham suatu pe-

rusahaan. Dasar penilaiannya menggunakan teori 

present value. Teori ini menetapkan nilai dari utang 

atau modal adalah setara dengan jumlah seluruh 

penerimaan dari modal yang di-discounted ke nilai 

sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Teori 

present value menggunakan konsep time value of  

money yang menetapkan nilai waktu sekarang lebih 

besar dibandingkan dengan yang akan datang. 

Mengingat analisis laporan keuangan dengan 

melakukan penilaian atas nilai instrinsik dan nilai 

buku dari saham suatu entitas, maka analisis ini ti-

dak bisa diterapkan mengingat ekuitas yang dimiliki 

pemerintah berbeda dengan ekuitas yang ada pada 

perusahaan swasta.

Simpulan

Upayan pemerintah untuk melakukan reformasi 

dalam pengelolaan negara khususnya di bidang 

keuangan negara telah berhasil dilakukan. Hal ini 

bisa dilihat dari telah diterbitkannya dan dipubli-

kasikannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sejak beberapa tahun terakhir, walapun menurut 

hasil audit yang dilakukan, BPKRI masih mem-

berikan pendapat ”tidak memberikan pendapat”. 

Artinya masih ada praktek keuangan yang tidak 

sesuai dengan undang-undang, dan peraturan-pe-

raturan yang ada. 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pe-

merintah pusat untuk tahun 2007 terdiri dari: La-

poran Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan 

Neraca Pemerintah. Termasuk dalam laporan-la-

poran tersebut adalah kegiatan lembaga Negara, 

kementerian dan departemen yang menggunakan 

APBN. Dalam LKPP ini tidak termasuk Bank In-

donesia, BUMN, pemerintah daerah yang mengacu 

pada APBD dan BUMD. 

Analisis terhadap penerimaan negara mengal-

ami peningkatan sebesar Rp 56.100.745.004.944, 

dari tahun 2006 sedangkan belanja negara men-

galami peningkatan sebesar Rp 90.521.100.826. 

Perbandingan neraca dapat menunjukkan jumlah 

aset tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 

Rp 380.247.115.553.205,00, sedangkan kenai-

kan di sebelah kewajiban dan ekuitas disebabkan 

oleh kenaikan utang jangka pendek sebesar Rp 

31.591.361.816.178,00, kenaikan utang jangka 

panjang sebesar Rp 69.311.031.098.719,00 dan 

sisanya kenaikan ekuitas dana neto sebesar Rp 

279.344.722.638.307,00.

Dari analisis current ratio pemerintah untuk ta-

hun 2007 menunjukkan hasil 112% artinya setiap 

Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp 

1,12 aktiva lancar. Sedangkan untuk tahun angga-

ran 2006 menunjukkan hasil 117%.. Untuk total 

utang terhadap total modal menunjukkan hasil 

845% artinya setiap Rp 1 ekuitas dana pemerintah 

menanggung utang sebesar Rp 845. Jika dibanding-

kan dengan sektor suasta kondisi ini sudah bisa di-

katagorikan bangkrut. Kondisi tahun 2007 masih 

lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 karena 

perbandingannya -1208%. 
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LAPORAN REALISASI APBN

hEdh<�W�Z/K���z�E'���Z�<,/Z�^�DW�/���E'�E�ïí���^�D��Z�îììó���E�îììò

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran 2007 THN ANGG. 
îììòURAIAN ANGGARAN REALISASI %

 A. Pendapatan Negara dan Hibah

    I. Penerimaan Perpajakan �ðõîUìíìUôõïUììì� �ðõìUõôôUòïðUõñð� õõXóõ9 �ðìõUîìïUìíõUïïñ�

��������íX�W�i�l���o�u�E�P��] �ðóðUññìUõñìUììì� �ðóìUìñíUôíñUóïï� õõXìñ9 �ïõñUõóíUñïñUòïì�

        2. Pajak Perdagangan Internasional �íóUðñõUõðïUììì� �îìUõïòUôíõUîîí� ííõXõí9 �íïUîïíUðôïUóìñ�

    II Penerimaan Negara Bukan Pajak �íõôUîñïUòóìUôîõ� �îíñUííõUóìñUðìõ� íìôXñí9 �îîôUóôðUííóUíòõ�

��������íX�W�v��]u��v�^µu������Ç���o�u �ííñUìñïUîóïUîìì� �íïîUôõîUñôôUõñî� ííñXñí9 �íòóUðóïUôììUõðñ�

��������îX���P]�v�W�u��]v��Z������>�����hDE �îíUôììUìììUììì� �îïUîîîUñìñUñïí� íìòXñï9 �îîUõóïUìñòUîïð�

        3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya �òíUðììUïõóUòîõ� �ñõUììðUòíìUõîò� õòXíì9 �ïòUñìïUîìõUîìñ�

    III Penerimaan Hibah �ïUôîïUïíóUòôï� �íUòõóUóðóUõïõ� ððXðí9 �íUôïðUìñìUóôñ�

��������:µuo�Z�W�v������v�E�P������v�,]��Z�~�X/=�X//� �òõðUìôóUôôíUñíî� �óìóUôìòUìôôUïìî� íìíXõô9 �òïóUõôóUíïòUñìð�

 B. Belanja Negara

    I. Belanja Pemerintah Pusat �ðõôUíóîUíòíUôñì� �ñìðUòîïUîòïUñôï� íìíXîõ9 �ððìUìïîUìôïUñòó�

�������íX���o�vi����P�Á�] �õîUôðïUñòìUòðì� �õìUðîðUõðòUõòð� õóXïõ9 �óïUîñîUîôóUîòñ�

       2. Belanja barang �òñUîòìUðîóUìñó� �ñðUñííUïòñUðòõ� ôïXñï9 �ðóUíôíUõíîUòñõ�

�������ïX���o�vi��D}��o �óñUìñìUôíïUíóì� �òðUîôôUòòõUìñì� ôñXòò9 �ñðUõñíUôóðUðíñ�

       4. Pembayaran Bunga Utang �ôïUñññUíðìUììì� �óõUôìòUïóóUñïð� õñXñí9 �óõUìôîUñòïUîóò�

�������ñX�^µ��]�] �íìñUìóïUïòõUðóî� �íñìUîíðUððïUòõí� íðîXõò9 �íìóUðïíUóôñUôñô�

�������òX���v�µ�v�^}�]�o �ñìUòìóUòòîUõîð� �ðõUóñòUîôíUððõ� õôXïî9 �ðìUóìôUñòòUíôô�

       7. Belanja lain-lain �îñUóôíUíôòUñôó� �íñUòîíUíóõUðîò� òìXñõ9 �ïóUðîïUìõïUõìò�

���//��d��v�(���µv�µl������Z �îñðUîìíUìíðUõïô� �îñïUîòïUíóôUìôñ� õõXòï9 �îîòUíóõUõñðUïîó�

�������íX���v��W��]u��vP�v �îððUòìóUôìòUíïô� �îðïUõòóUíóïUíòñ� õõXóð9 �îîîUíïìUòíóUôõò�

           a. Dana Bagi hasil �òîUóîòUïìòUíïô� �òîUõðíUõñïUóôð� íììXïð9 �òðUõììUîõôUóóò�

           b. Dana Alokasi Umum �íòðUóôóUðììUììì� �íòðUóôóUïõõUõîô� íììXìì9 �íðñUòòðUíôðUóíõ�

           c. Dana Alokasi khusus �íóUìõðUíììUììì� �íòUîïóUôíõUðñï� õðXõõ9 �ííUñòòUíïðUðìí�

       2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian �õUñõïUîìôUôìì� �õUîõòUììðUõîì� õòXõì9 �ðUìðõUïïòUðïí�

           a. Dana Otonomi Khusus �ðUìðñUóðôUììì� �ðUìðñUóðôUììì� íììXìì9  3,488,284,000 

           b. Dana Penyesuaian �ñUñðóUðòìUôìì� �ñUîñìUîñòUõîì� õðXòð9 �ñòíUìñîUðïí�

   III  Suspen �~îïòUñîôUóôî� �õíòUóóðUíòò�

�����������:µuo�Z���o�vi��E�P���~�X/=�X//=�X///� �óñîUïóïUíóòUóôô� �óñóUòðõUõíîUôôò� íììXóì9 �òòóUíîôUôíîUìòì�

 C. Surplus (Depisit) Anggaran (A-B) �~ñôUîôñUîõñUîóò� �~ðõUôðïUôîðUñôð� ôñXñî9 �~îõUíðíUòóñUññò�

 D. Pembiayaan

    I. Pembiayaan Dalam Negeri �óìUôîñUòôíUíóò� �òòUïìôUõðóUòñí� õïXòî9 �ñîUðîðUíìîUñõí�

�������íX�X��Z�l�v]vP���u��]v��Z �íìUòîíUòðîUõìì� �ííUíðïUîóôUìóì� íìðXõí9 �íôUõíîUôòòUòìñ�

          b.  Penerusan Pinjaman �~îUóîïUïñóUìñô� �~ïUññóUõóïUõñô�

�������îXW�]À�����]���v�W�viµ�o�v������W�}P��u�Z����µl�µ�]���] �òUïñóUóíõUììì� �ñUðíòUôïõUðôï� ôñXîì9 �ñUìññUóìîUñõó�

       3. Surat Utang Negara �ñôUñðòUïíõUîóò� �ñóUíóîUíôóUíñò� õóXòñ9 �ïñUõôñUñìóUïðó�

�������ðX�W�vÇ�����v�D}��o�E�P������v��µlµvP�v�/v(�����µl�µ�  (4,700,000,000)  (4,700,000,000) íììXìì9 �~ïUõóîUìììUììì�

    II Pembiayaan Luar Negeri (Neto) �~íîUñðìUïôñUõìì� �~îïUôñîUðííUôïñ� íõìXîì9 �~îïUììôUñíîUïðì�

�������íX�W�v��]l�v�W]vi�u�v�>µ���E�P��]�~��µ�}� �ðîUîíìUïìðUíìì� �ïðUìóìUìðóUïíó� 80.72% �îõUòóîUññõUíõó�

           a. Penarikan Pinjaman Program �íõUììñUìììUììì� �íõUòìóUðôìUíôõ� íìïXíó9 �íïUñóõUññîUóñò�

           b. Penarikan Pinjaman Proyek �îïUîìñUïìðUíìì� �íðUðòîUñòóUíîô� òîXïî9 �íòUìõïUììòUððí�

       2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri �~ñðUóñìUòõìUììì� �~ñóUõîîUðñõUíñî� íìñXóõ9 �~ñîUòôíUìóíUñïó�

�����������:µuo�Z�W�u�]�Ç��v�~�X/=�X//� �ñôUîôñUîõñUîóò� �ðîUðñòUñïñUôíò� 72.84% �îõUðíñUñõìUîñí�

��X�^]���>��]Z~<µ��vP����u�]�Ç��v��vPP���v�^/>W�~^/<W����=�� �~óUïôóUîôôUóòô� �îóïUõíðUòõñXìì�



| 35 |-XUQDO�(NRQRPL�GDQ�6RVLDO | I N P U T |  9ROXPH���1RPRU��

Terapan
LAPORAN ARUS KAS

hEdh<�W�Z/K���z�E'���Z�<,/Z�^�DW�/���E'�E�ïí���^�D��Z�îììó���E�îììò

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN TAHUN ANGGARAN 2007 d�,hE��E''�Z�E�îììò

A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

/���µ��<���D��µl

í�W�v��]u��v������i�l�v

a Pajak Penghasilan �îïôUðïìUõîòUìòóUõìñXìì� �îìôUôïïUíîñUòñîUôðíXìì�

��W�i�l�W����u��Z�v�E]o�]���v�W�i�l�W�vioX���P�DÁZ �íñðUñîòUóóïUôïîUõõñXìì� �íîïUìïñUôñõUñòôUóííXìì�

c Pajak Bumi dan Bangunan �îïUóîïUñðòUììôUôñôXìì� �îìUôñôUñíòUõìòUíîïXìì�

d Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan �ñUõñïUïóôUñðíUôõñXìì� �ïUíôðUðòõUôôìUîðõXìì�

e Cukai �ððUòóõUðòïUôññUìíôXìì� �ïóUóóîUíïîUôôóUïíðXìì�

(�����D��µl �íòUòõõUððïUìñõUíóñXìì� �íîUíðìUðìíUñññUðîóXìì�

g Pajak Ekspor �ðUîïóUïóòUíòíUôóñXìì� �íUìõíUìôîUíñìUìííXìì�

h Pajak Lainnya �îUóïóUóîóUðîòUîòõXìì� �îUîôóUðïìUóïðUóíðXìì�

     Total Penerimaan Perpajakan �ðõìUõôôUòïðUõñïUõõìXìì� �ðìõUîìïUìíõUïïñUïõìXìì�

2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a Penerimaan Sumber Daya Alam �íïîUôõîUñôôUõñîUôñìXìì� �íòóUðóïUôììUõðñUïíôXìì�

��W�v��]u��v���P]�v�W�u��]v��Z������>�����hDE �îïUîîîUñìñUñïíUôôìXìì� �îîUõóïUìñòUîïðUõñóXìì�

c Penerimaan BNPB Lainnya �ñôUõîîUðíóUíóóUññóXìì� �ïòUðòóUñõóUïìòUïóõXìì�

     Total PNBP �îíñUìïóUñííUòòîUîôóXìì� �îîòUõíðUðñðUðôòUòñðXìì�

3 Penerimaan Hibah �íUòõóUóðóUõïõUñìïXìì� �íUôïðUìñìUóôñUóïñXìì�

�����:µuo�Z���µ��<���D��µl�~�X/� �óìóUóîïUôõðUñññUóôìXìì� �òïóUõñíUñîðUòìóUóóõXìì�

II Arus Kas Keluar

í Belanja Pegawai �õìUïñôUòìòUòñòUìóñXìì� �óîUôôðUìðïUïíðUññîXìì�

2 Belanja Barang �ñðUïõñUðñïUñòîUîìóXìì� �ðóUìòñUðñíUôîõUñðìXìì�

3 Bunga Utang �óõUóððUïðíUõïíUîððXìì� �óõUìòõUïòîUóõðUôóôXìì�

4 Subsidi �íñìUîíðUíñìUðñíUìðóXìì� �íìóUðñòUóïõUïñóUîôñXìì�

ñ Bantuan Sosial �ðõUòòôUõðïUíòìUîíîXìì� �ðìUòôðUóòõUîïôUíïòXìì�

ò Belanja lain-lain �íñUòîïUóòîUõñíUðôíXìì� �ïôUíññUñíìUðïòUìõìXìì�

7 Bagi Hasil Pajak �ïðUõõìUïñìUðõôUõïóXìì� �îôUñððUîïíUòõîUõïðXìì�

8 Bagi Hasil SDA �îóUõñíUõïôUììïUðìðXìì� �ïòUóììUôìñUìîõUõõôXìì�

õ Dana Alokasi Umum �íòðUôìôUóòñUíîôUïñîXìì� �íðñUòòòUôíñUïíóUóõñXìì�

íì Dana Alokasi Khusus �íòUîïóUôíõUðñïUìóðXìì� �ííUñòòUìõíUõóóUóîïXìì�

íí Dana Otonomi Khusus �ðUìñôUïðôUìììUìììXìì�  3,488,284,000,000.00 

íî Dana Penyesuaian �ñUîíòUîõíUóîìUíïïXìì� �ññôUïìïUðïíUìììXìì�

Jumlah Arus Kas Keluar (A.II) �òõïUîòôUóóíUñíòUíòòXìì� �òííUôðìUðìôUðíõUõïíXìì�

��µ��<�������]Z����]��l�À]����K�����]�~�X/�r��X//� �íðUðññUíîïUìïõUòíðXìì� �îòUíííUííòUíôóUôðôXìì�

B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

I ��µ��<���D��µl

Penjualan Aset Tetap �ôîUíõïUóðõUìïòXìì� �ïñUòííUôõõUîíóXìì�

:µuo�Z���µ��<���D��µl�~�X/� �ôîUíõïUóðõUìïòXìì� �ïñUòííUôõõUîíóXìì�

II Arus Kas Keluar

Belanja Aset tetap �òðUïôíUíðíUïóðUóíîXìì� �ññUîôôUðìðUòðñUïííXìì�

Jumlah Arus Kas Keluar (B.II) �òðUïôíUíðíUïóðUóíîXìì� �ññUîôôUðìðUòðñUïííXìì�

��µ��<�������]Z����]��l�À]����/vÀ�����]�����

non Keuangan (B.I - B.II) �~òðUîõôUõðóUòîñUòóòXìì� �~ññUîñîUóõîUóðòUìõðXìì�

C �Zh^�<�^���Z/��<d/s/d�^�W�D�/�z��E

I ��µ��<���D��µl

í Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri �íïîUõîóUìôïUðííUõïîXìì� �ííôUîìïUïôíUõóíUìîðXìì�

2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri �ïðUìóìUìðóUïíóUòôòXìì� �îõUòóîUññõUíõóUôóíXìì�

3 Penerimaan Pembiayaan Lain-lain �õUîòíUïóôUííîUíððXìì� �ïUòòñUîðóXìì�

:µuo�Z���µ��<���D��µl�~�X/� �íóòUîñôUñìôUôðíUóòîXìì� �íðóUôóñUõððUôïðUíðîXìì�

II Arus Kas Keluar

í Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri �ñõUòôòUìòïUñðóUñõôXìì� �ñôUîðõUïìõUìôñUðõïXìì�

2 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri �ñóUõîîUðñõUíñîUíóðXìì� �ñîUòôíUìóíUñïóUóôïXìì�

3 W�vÇ�����v�D}��o�E�P������v��µlµvP�

/v(�����µl�µ�  4,700,000,000,000.00 �ïUõóîUìììUìììUìììXìì�

4 RDI-RPD �îUóîïUïñóUìñôUóôôXìì� �ïUññóUõóïUõñôUõõôXìì�

ñ Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain �ôUóóìUìõïUîôñUðïïXìì�  - 

Jumlah Arus Kas Keluar (C.II) �íïïUôìíUõóïUìðïUõõïXìì� �ííôUðòìUïñðUñôîUîóðXìì�

��µ��<�������]Z����]��l�À]����W�u�]�Ç��v

(C.I - C.II) �ðîUðñòUñïñUóõóUóòõXìì� �îõUðíñUñõìUîñíUôòôXìì�
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D ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

í W��Z]�µvP�v�W]Z�l�<��P��~E��}� �îïíUíñôUîîóUíññXìì� �íôðUïñõUòîñUóìñXìì�

2 d��v�(����v����<�v�}� �ñUóòìUôïîUôõìUõñõXìì� �ïUìïïUòôòUïîóUóñôXìì�

��µ��<�������]Z����]��l�À]����v}v��vPP���v

(D.I - D.II) �ñUõõíUõõíUííôUííðXìì� �ïUîíôUìðñUõñïUðòïXìì�

<�v�]l�v�~��vµ�µv�v��<���~�=�=�=�� �~íUïõñUîõóUòóìUíóõXìì� �ïUðõíUõñõUòðóUìôñXìì�

Saldo Awal Kas BUN dan KPPN �îíUñðôUõîõUðòõUîõìXìì� �íôUìñòUõòõUôîîUíðñXìì�

W�v�u��Z�v�^�o�}��Á�oW

�ïUôìòUñõðUñóõUóõõXìì�

�íìîUíôôUôìíUìïóXìì�

Saldo Awal Kas BUN & KPPN dan

      Kas BLU Setelah Penambahan �îñUðñóUóíîUôñìUíîòXìì� �íôUìñòUõòõUôîîUíðñXìì�

Saldo Akhir Kas BUN & KPPN dab kas BLU �îðUìòîUðíñUìììUìñòXìì� �îíUñðôUõîõUðòõUîõìXìì�

Rekening Pemerintah lainnya Pada BI �ïUîðôUðìôUïõîUðôìXìì� �íîUïïíUíìõUîóíUðôíXìì�

Kas di Bendahara Pengeluaran �íUîðñUîîíUîóïUìõóXìì� �íUðñóUïòîUññíUòóõXìì�

Kas di Bendahara Penerimaan �ôóôUìñðUôïòUííñXìì� �ðîõUðòõUíîîUóôôXìì�

Kas Trust Fund �îUðîñUõððUîôðUíîîXìì�

  SALDO AKHIR KAS DAN BANK �îõUðïðUìõõUñìíUóðôXìì� �ïôUíõîUôíðUòõõUïòìXìì�

NERACA

W�Z�ïí���^�D��Z�îììó���E�îììò

~��>�D�ZhW/�,�

URAIAN ïí���^�D��Z�îììó ïí���^�D��Z�îììò

Kas dan Bank

Rekeking kas BUN di BI �íôUíóìUìðòUíðôUóðîXìì� �õñðUïíìUôïòUóôõXìì�

Rekeking kas di KPPN �ñUðõîUôõòUòñðUìóõXìì� �îìUñõðUòíôUòïîUñìíXìì�

Rekening Pemerintah lainnya di BI �ïUîðôUðìôUïõîUðôìXìì� �íîUïïíUíìõUîóíUðôíXìì�

Kas di bendahara Pengeluaran �íUîðñUîîíUîóïUìõóXìì� �íUðñóUïòîUññíUòóõXìì�

Kas di Bendahara Penerimaan �ôóôUìñðUôïòUííñXìì� �ðîõUðôõUíîîUóôôXìì�

Kas di BLU �ðððUóòóUòìñUìîîXìì�

Kas Trust Fund  - 

�îUðîñUõððUîôðUíîîXìì�

Jumlah Kas dan Bank �îõUðóõUïõðUõìõUñïñXìì� �ïôUíõîUôïðUòõõUïòìXìì�

h�vP�Dµl�����]���l�v]vP��hE �ïUðìñUðîíUîôîUôïðXìì� �îUóòðUòóðUñðñUìïóXìì�

Piutang

Piutang Pajak �ðîUìðîUìõõUñòðUõðñXìì� �ïñUðñðUññîUíîòUôïòXìì�

Piutang Bukan Pajak �ïôUìðñUõòõUïõðUíðñXìì� �îñUóïóUóîðUññóUñõïXìì�

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran �ôîUííîUíðòXìì� �õìUñòìUðòóXìì�

��P]�v�o�v����dµv�µ��v�'�v��ZµP] �ðUîîõUòôîUìîìXìì� �íîUíñïUôóõUõïòXìì�

��P]�v�>�v����Z�/lZW� �îïUíôìUõðóUíôìUìììXìì�

Belanja Dibayar Dimuka �íUïîîUñìðUíòîUðíôXìì� �ñõóUõíðUïôõUîííXìì�

Piutang Lain-lain �íîUïîíUíòóUôïõUíðóXìì� �íõUòôôUóîðUìôðUïîõXìì�

Jumlah Piutang �ííòUõíòUõõõUõïðUôîíXìì� �ôíUðõíUíñõUñõôUïóîXìì�

Persediaan �òUóõóUõííUñðòUôîîXìì� �ïUñïòUðôóUôòòUôñõXìì�

Jumlah Aset Lancar �íñòUñõõUóîóUòóðUìíîXìì� �íîñUõôñUíñòUóìõUòîôXìì�

Investasi Jangka Panjang

Investasi Non Permanen

Z�lX���v��/vÀ�����]lZ�lX�W�u��vPµv�v������Z �ïõUñïïUìôíUïïìUìììXìì� �ñõUîíîUìôìUíðìUìììXìì�

Dana Bergulir �òUõíñUõðñUîõóUòõõXìì� �ñUòõìUòíïUîñðUóñôXìì�

Investasi Non Permanen Lainnya �òUõíòUîñõUòôñUíóóXìì� �îUóñìUìììUìììUìììXìì�

Jumlah Investasi Non Permanen �ñïUïòñUîôòUïíîUôóòXìì� �òóUòñîUòõïUïõðUóñôXìì�

Investasi Permanen

/vÀ�����]�W��u�v�v�WED �ðõòUòìòUôíîUðòíUôîóXìì� �ðóñUóïóUìóìUðïðUñôñXìì�

Investasi Permanen Lainnya �íðíUïóìUïòïUðñíUôòíXìì� �íîìUíòíUïïôUïïíUðôíXìì�

Jumlah Investasi Permanen �òïóUõóóUíóñUõíïUòôôXìì� �ñõñUôõôUðìôUóòòUìòòXìì�

Jumlah Investasi Jankga Panjang �òõíUïðîUðòîUîîòUñòðXìì� �òòïUññíUíìîUíòìUôîðXìì�

Aset Tetap

Tanah �íîòUïñòUíîïUõñìUìñìXìì� �ôíUððïUîóïUììðUôôïXìì�

W���o���v���v�D��]v �íîôUïòðUíóòUðòîUòõðXìì� �íííUõðñUðôíUìðòUïîïXìì�

Gedung dan Bangunan �óðUôïìUóïìUññôUìîìXìì� �ñïUîîñUôòóUóðîUôõïXìì�

Jalan, Irigasi, dan Jaringan �õðUìôîUìõðUõîñUôðïXìì� �ôîUíóïUòòíUìðìUïîïXìì�
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Aset Tetap Lainnya �òUìñòUðóõUððìUìðóXìì� �ðUíìíUôóïUñííUóðíXìì�

Konstruksi Dalam Pengerjaan �íïUóõòUïòñUòíòUìóñXìì� �ííUìïðUóõóUðóìUíôôXìì�

Jumlah Aset Tetap �ððïUðôñUõóìUõñîUóîõXìì� �ïðïUõîðUõñïUôíòUïñíXìì�

Aset Lainnya

Tagihan Penjualan Angsuran �îòðUõôðUõñðXìì� �íðìUìïîUðóñXìì�

d�P]Z�v�dµv�µ��v�'�v��ZµP] �ïìUìðôUõòìUìñðXìì� �ñíUìðôUõîîUìôòXìì�

<�u]����v���vP�v�W]Z�l�<��P� �ñìíUîñìUìììXìì� �ïïUñòõUìììXìì�

Aset Tak Berwujud �íUôõõUííõUõííUõôìXìì� �ñòõUóíõUíñóUóìïXìì�

Dana yang Dibatasi Pegunaannya �îíUðïíUïòìUôôìUíïóXìì� �îõUñïïUîòóUïìîUóðîXìì�

Aset Lain-Lain �îôñUðîîUîíòUìîðUñõñXìì� �ñòUïðõUíïñUòðíUìííXìì�

Jumlah Aset Lainnya �ïìôUóôïUñíîUìííUóîìXìì� �ôòUñìïUïððUòîñUìíóXìì�

:hD>�,��^�d �íUòììUîííUòóîUôòñUìîìXìì� �íUîíõUõòðUññóUïííUôîìXìì�

Kewajiban Jangka Pendek

h��vP�W��Z]�µvP�v�W]Z�l�<��P� �ñîñUðõðUòìòUîìîXìì� �ðòìUòõïUòîïUõññXìì�

Bagian Lancar Utang Jangka panjang �õòUîíðUõóòUñòñUñððXìì� �óõUóòìUìóìUñóôUíóíXìì�

tang Bunga �íñUíòôUïõõUðìõUìóðXìì� �íïUïìóUóñòUîòïUõôðXìì�

h��vP�<������W]Z�l�<��P� �îñUìòïUðíðUïôìUñôóXìì� �ííUòòôUìíñUõòòUóóõXìì�

Utang jangka Pendek lainnya �îUóòìUìðóUðííUòñîXìì� �îUõððUðïðUíîïUõõîXìì�

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek �íïõUóïîUïïîUïóïUìñõXìì� �íìôUíðìUõóìUññòUôôíXìì�

Kewajiban Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang dalam Negeri

Utang Jangka Panjang dalam Negeri SUN �òõïUóôõUððñUîîìUòðôXìì� �òòðUìòõUìïôUïôòUíîñXìì�

Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT �íUóñðUïóóUòñìUðîóXìì� �íUòðòUòõóUôðòUòïñXìì�

Jumlah Utang Jangka Panjang Dlm. Negeri �òõñUñðïUôîîUôóíUìóñXìì� �òòñUóíñUóïòUîïîUóòìXìì�

Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan �ñîôUòððUóñîUïóôUòôõXìì� �ñìñUíìðUìõòUòóïUððìXìì�

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan �íðUôìôUìïîUõñîXìì� �íïìUôóïUîíîUïììXìì�

Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN �òòUññõUîíñUïíïUìììXìì� �ñìUðñòUñîñUìõîUïíôXìì�

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya �ðóìUñïïUìõìUóôíXìì� �ñíðUôòõUïóòUõòìXìì�

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri �ñõñUòôõUïìôUôíñUðîîXìì� �ññòUîìòUïòðUïññUìíôXìì�

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang �íUîõíUîïïUíïíUòôòUðWìXìì� �íUîîíUõîîUíììUñôóUóôìXìì�

Jumlah Kewajiban �íUðïìUõòñUðòðUìñõUñòìXìì� �íUïïìUìòïUìóíUíððUòòìXìì�

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar

SAL �íôUôïìUïìîUïìôUôõñXìì� �íóUìòòUíîòUñòñUîíïXìì�

SILPA(SIKPA) �~óUïôóUîôôUóòôUíôðXìì� �îóïUõíïUòõïUòôîXìì�

Dana Lancar Lainnya �íõUñôðUìíìUòôìUïôðXìì� �îîUóîóUîôòUîïôUóñõXìì�

Cadangan Piutang �íìôUîõòUòôõUñõõUìôðXìì� �ôíUðõíUíñõUñõôUïóîXìì�

Cadangan Persediaan �òUóõóUõííUñðòUôîîXìì� �ïUñïòUðôóUôòòUôñõXìì�

Pendapatan yang Ditangguhkan �õUõñîUòìóUóììUôìõXìì� �ðîõUðôõUíîîUóôôXìì�

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek �~íïõUîìòUôïóUóòòUôñóXìì� �~íìóUòôìUîóòUõïîUõîòXìì�

Selisih Kurs �~ðóUòñóUìòîUõôñUîñðXìì�

Jumlah Ekuitas Dana Lancar �~ïìUóôõUòòóUòôðUïìíXìì� �íóUôððUíôòUíñîUóðóXìì�

Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang �òõíUïðîUðòîUîîòUñòðXìì� �òòïUññíUíìîUíòìUôîñXìì�

Diinvestasikan dalam dalam Aset Tetap �ððïUðôñUõóìUõñîUóîõXìì� �ïðïUõîðUõñïUôíòUïñíXìì�

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya �ïìôUóôïUñíîUìííUóîìXìì� �ôòUñìïUïððUòîñUìíóXìì�

Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang 

Jangka Panjang �~íUîðïUñóòUìòôUóìíUîðìXìì� �~íUîîíUõîîUíììUñôóUóóìXìì�

Jumlah Ekuitas Dana Investasikan �îììUìïñUôóòUðôõUóóïXìì� �~íîóUõðîUòõõUõôñUñóóXìì�

Ekuitas Dana Neto �íòõUîðòUîìôUôìñUðòõXìì� �~ííìUìõôUñíïUôïîUôïôXìì�
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